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Abstract

Reform of government bureaucracy is urgent to implement when bureaucracy has
been perceived as a system that causes the running of government and public services to run
stagnant, long-winded, inefficient, too big and rigid organizations, corruption, and other
bureaucratic issues. The low level of public confidence in the bureaucracy (or the high degree
of mistrust) reflects the perception of the low capability and integrity of the organization and
state organizers in solving problems of public interest and vice versa. The public demand for
quality public services requires the improvement of public management. The high level of
complaints from service users indicates that the government as a public organization is not
yet fully able to create an acceptable service system in the eyes of the people. This has in part
resulted in the decline of public confidence in public organizations.
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Abstrak

Reformasi Birokrasi pemerintah sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat
birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan
pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar
dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya. Rendahnya tingkat kepercayvaan
publik terhadap birokrasi (atau tingginya tingkat ketidakpercayaan) mencerminkan persepsi
rendahnya kapabilitas dan integritas organisasi dan penyelenggara negara dalam
memecahkan permasalahan yang menyangkut kepentingan publik dan vice versa. Tuntutan
masyarakat akan pelayanan publik yang herkualitas, mengharuskan pembenahan dalam
mau'rajemen publik. Masih tingginya tingkat keluhan masyarakat pengguna jasa menunjukkan
bahwa pemerintah sebagai organisasi publik masih belum sepenubmya mampu menciptakan
sistem pelavanan yang akseptabel dimata rakyat. Hal ini sedikit banyak telah membawa
dampak menurunnya kepercayaan publik terhadap organisasi publik.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, organisasi publik, kepercayaan publik

Scanned by CamScanner



102 | Perkembangan Reform

1. LATAR BELAKANG
Pergeseran paradigma penyeleng-

erintahan dari “rule govern-

{ government” atau
ent” dari

garaan pem
ment” menjadi "gooc
“from government 10 governm
sentralistik ke desentralistik tentunya perlu
diskapi dan diimbangi dengan PNS yang
memiliki kompentensi yang memadai dan
sesuai dengan tuntutan tugas.

Reformasi birokrasi dilaksanakan
karena adanya kondisi yang memaksa dan
harus segera diambil langkah-langkah yang
bersifat mendasar, komprehensif dan
sistemik sehingga secara bertahap dapat
terwujud clean government and good
governance karena tujuan dari reformasi
birokrasi adalah untuk membangun
kepercayaan masyarakat (public trust
building) dan menghilangkan citra negatif
dari birokrasi pemerintahan (Dwiyanto,
2006).

Tujuan reformasi birokrasi adalah
membangun  kepercayaan masyarakat
(public trust building) dan menghilangkan
citra negatif birokrasi pemerintah dengan
membentuk  Aparatur  Negara yang
profesional  (Samin, 2011). Sasaran
reformasi birokrasi adalah terwujudnya
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas
KKN, terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi melalui pembaharuan
pola pikir (mind ser) dan pola budaya
(culture  ser) pegawai negeri dalam
pengelolaan urusan pemerintahan serta
sistem manajemen pemerintahan.

Reformasi  Birokrasi  pemerintah
sangat mendesak untuk dilaksanakan pada
saat birokrasi telah dianggap sebagai
sistem  yang menyebabkan  jalannya
pemerintahan  dan pelayanan  publik

asi Birokrasi Organisasi Publik dan p

artisipas; Publik

berjalan tersendat, bertele-t
organisasi yang terlaly, besar (g

KKN, serta Permasalahan birok, oy
(Dwiyanto,2011), Keseluryhg
tersebut mendesak
reformasi birokras; dj Peémerintahan, se|y;
itu  ketidakefektifan aparat pennf;w:am
intern pemerintah, yang disebabkart; k o
belum jelasnya sistem
(governance)  dan

ele, in-eﬁsien

asi lainpy,
an kondig;
untuk d;lakukannya

areng
tata  kelola
nanc belum Optimalnyz
profesionalisme aparat pengawasan, iu;{a

n?elndorong Pemerintah untuk mereformas;
d‘m sebagai bagian dari pembenahan
sistem pengawasan internal pemerintah.

. Tuntutan masyarakat akan pelayanan
publik yang berkualitas, mengharuskan
pembenahan dalam manajemen publik.
Masih  tingginya  tingkat  keluhan
masyarakat pengguna jasa menunjukkan
bahwa pemerintah sebagai organisasi
publik masih belum sepenuhnya mampu
menciptakan  sistem pelayanan  yang
akseptabel dimata rakyat. Hal ini sedikit
banyak  telah
menurunnya kepercayaan publik terhadap
organisasi  publik. ~ Nunik  (2001)
mengatakan bahwa tingkat kepercayaan
masyarakat  (public  trust)  kepada
organisasi publik mulai menurun. Lebih
lanjut dikatakan bahwa pada kebanyakan
organisasi publik masih sering dijumpai
fungsi pengaturan yang lebih dominan

membawa  dampak

dibanding fungsi pelayanan.

Pentingnya  reformasi birokrasi
dilaksanakan tidak hanya didorong oleh
belum berfungsinya struktur dan proses
didalam birokrasi yang mengakibatkap
belum optimalnya kinerja yang dicapal,
tetapi juga didorong oleh faktor non-
struktural seperti sikap dan peri]i!klll pf:lrfl
penyelenggaranya. Dalam perspektif inl;
salah satu faktor yang menyebabkan belum
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optimalnya kinerja  birokrasi adalah
penyimpangan sikap dan perilaky aparatur
dalam  melaksanakan  tugas  dap
wewenangnya. Bentuk-bentuk penyim-
pangan tersebut bisa dalam bentuk korupsi,
abuse of power, gratifikasi dan sejenisnya.

Dalam konteks inilah masalah RB
erat terkait dengan masalah etika dan
moral. Salah satu isu sentral dalam
perspektif etika birokrasi ini adalah
kepercayaan publik (public trust). Tingkat
public trust ini mencerminkan bagaimana
persepsi publik tentang kapabilitas dan
integritas birokrasi dalam mencapai tujuan
yang diinginkan. Rendahnya tingkat
kepercayaan publik terhadap birokrasi
(atau tingginya tingkat ketidakpercayaan)
mencerminkan persepsi  rendahnya
kapabilitas dan integritas organisasi dan
penyelenggara negara dalam memecahkan
permasalahan yang menyangkut
kepentingan publik dan vice versa.

Hasil survei yang dilakukan oleh
Lingkaran Survei Indonesia melalui quick
poll pada tanggal 3-5 Juli 2013 lalu dengan
metode multistage random sampling dan
1200 responden ternyata menunjukkan
sebanyak 51,5 persen responden tidak
percaya dengan komitmen moralitas publik
para elit politik. Mereka tidak percaya
bahwa para elit memiliki komitmen yang
kuat untuk melakukan hal-hal yang baik
dalam kebijakan atau perilakunya. Hanya
37,5 persen publik yang menyatakan
sebaliknya. Sebagai perbandingan, pada
survei serupa tahun 2009 lalu hanya 39,6
persen yang tidak percaya pada komitmerf
moralitas publik para elit politik. Meski
termasuk meningkat, namun angka ini

! Jon Pierre dan B Guy Peters Governance
Politics and the State New York St Martin s
Press 2000 him 1

masih  dibawah  mayoritas.  Bila
dibandingkan dengan tahun 2005, maka
ketidakpercayaan publik akan moralitas
publik elit politik meningkat kurang lebih
17 persen.

2. LANDASAN TEORITIS
2.1. Pengertian tata kelola

Konsep governance secara
sederhana merujuk pada proses pembuatan
keputusan dan dan implementasinya
Governance berlaku dan berlangsung di
semua tingkatan baik nasional maupun
lokal' (Pierre dan Peters, 2000). Sementara
itu good governance merujuk pada adanya
akuntabilitas partisipasi konsensus
transparansi efisiensi dan efektivitas
responsivitas persamaan dan inklusivitas
serta kepatuhan pada rule of law. Dengan
ciri ciri tersebut realisasi good governance
menjadi sangat penting karena dampaknya
yang dapat mendorong terwujudnya
pembangunan ekonomi daerah Artinya
peningkatan - pembangunan  ekonomi
daerah dimungkinkan dengan adanya good
governance. Hal ini tentunya sangat
diharapkan masyarakat daerah sebab
sebagaimana diketahui sebagian besar
penduduk Indonesia berada di daerah dan
atau pedesaan Kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah tak lain dimaksudkan
untuk menggenjot pembangunan dan
perbaikan masyarakat daerah termasuk
masyarakat pedesaan,

Sebagaimana disebutkan di atas
indikator good governance merujuk pada
akuntabilitas transparansi dan partisipasi
(Rasul,2009). Pelaksanaan sistem good
governance diharapkan dapat
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pembangunan ekonomi

daerah  Adapun indi!&ator PC“i_tgza“:
pembangunan ekonom1 sccard fisi aptl
dilihat dari perbaikan infrastruktur dz-ier.m
besarnya APBD PDRB dan PAD ?elam mf
indikm'or penting lainnya dapat dilihat dari
besar kecilnya pelayanan publik yang
dari angka  kemiskinan
pengangguran  kesehatan dan lixlgqut
pendidikan masyarakat Artinya semakin
kecil jumlah kemiskinan dan penganggur
an akan semakin bagus Kinerja ekonomi

suatu daerah.

meningkatkan

tercermin

2.2. Pelayanan Publik dan Building the
Trust

Kepercayaan publik tumbuh dari
pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut
sejalan dengan pernyataan OECD (2000)
bahwa pada dasarnya pelayanan public
adalah  kepercayaan publik. “Public
service is a public trust. Citizens expect
public servants to serve the public interest
with fairness and to manage public
resources properly on a daily basis. Fair
and reliable public services inspire public
trust and create a favourable environment
Jor businesses, thus contributing to well-
Junctioning  markets  and  economic
growth,” Dengan demikian, kualitas
pelayanan publik merupakan salah satu
strategic issue bagi aparatur negara yang
harus  diaktualisasikan dalam kerangka
membangun kepercacayaan publik.

Dalam upaya perwujudan hal-hal
tersebut, pemimpin merupakan faktor yang
signifikan. Peran pemimpin dalam mem-
bangun  kepercayaan publik mencakup
lingkup internal yang berkaitan dengan
upaya menggerakkan dan memastikan

e BuS)Ta.A_zheri. Corporate Social
Responsibility: Darj v oluntary Menjadi

formasi Birokrasi Organisasi Publik dan Partisipasi Publik

seluruh sumberdaya aparatur be

i : rkineriq
tinggi, dan lingkup eksternal Ol‘ganisajsi
dalam upaya mencermati harapan masy,

rakat dan komunikasj eksternal bk
menyangkut ukuran-ukuran kinerja pela-
yanan (public service neasures) yang
ditetapkan, upaya yang telah, sedang dan
akan dilakukan, maupun Kinerja pelayanan
yang telah dihasilkan.

Penyelesaian masalah pelayanan
publik sangat membutuhkan kerjasama
yang baik antara pemimpin, personal
dalam organisasi, masyarakat (client), dan
sektor swasta. Dengan kerja sama yang
baik masalah pelayanan publik akan
menjadi ringan jika. semua membuka diri
untuk saling menyumpangkan pemikiran,
resources, dan dukungan. Langkah yang
dapat ditempuh seorang pemimpin dalam
menggerakkan organisasi untuk
menciptakan pelayanan prima antara lain:
a. Mengembangkan call centers dalam

berbagai pelayanan yang diberikan
organisasi publik.

b. Resource sharing atau melibatkan
sektor swasta dalam penyediaan pela-
yanan publik. Bahkan bagi pemerintah
daerah dapat mengembang kan satu
sistem kerja sama dengan daerah
terdekat untuk mencapai efektivitas
dan efisiensi dalam satu jenis (atau
beberapa) pelayanan kepada publik.

c. Konsultasi publik (citizen
consultation) dalam mengembangan
sistem atau kebijakan yang berkaitan
dengan pelayanan publik.’

> - 20! l!
Mandatory, Rajawali Pers, Jakart2,

Halaman 132-133
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2.3, Public Trust Building

Trust building dalam konteks ini
dimaksudkan sebagai public trust building
yakni  membangun  kepercayaan masya
rakat terkait dengan strategi tata kelola®
(Carnevale, 1995). Pengelolaan kebijakan
publik masyarakat dalam trust building
dimaksudkan  sebagai  seluruh kiprah
pengelolaan kebijakan publik masyarakat
baik terkait dengan hakikat tata kelola
maupun muaranya pada upaya membangun
kepercayaan masyarakat kepada Kinerja
tata kelola, sehingga memerlukan langkah-
langkah strategis. Kemudian, Partnership
building dimaksudkan sebagai kegiatan
membangun kemitraan PNS - Masyarakat
dalam mewujudkan Kepentingan bangsa
dan negara. Sebagai strategi mencapai
parmership building maka implementasi
tata kelola menekankan kemitraan PNS-
Masyarakat dalam menyelesaikan setiap
permasalahan bangsa dan negara.

Kepercayaan publik tumbuh dari
pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut
sejalan dengan pernyataan OECD (nunik,
2001) bahwa pada dasarnya pelayanan
publik adalah kepercayaan publik. “public
service is a public trust. citizens expect
public servants to serve the public interent
with fairness and 1o manage public
resources properly on a daily basis. Fair
and realiable public servies inspire public
trust and create a favourable environment
for businesses, thus contributing to well-
functioning — markets  and  economic
growth,” dengan  demikian,  kualitas
pelayanan publik merupakan salah satu

3 Lihat Undang-Undang Nomeor 19 Tahun
2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
4 Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1
angka (3).

strategik issue bagi aparatur Negara yang
harus diaktualisasikan dalam kerangka
membangun kepercayaan publik.

2.4. Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi dan Keterbuka
an Informasi Publik tidak bisa dipisahkan
satu sama lain karena dalam mewujudkan
keduanya harus sinergitas. Tanpa adanya
birokrasi yang baik maka sulit untuk
mewujudkan terlaksananya pelayanan
publik yang baik serta keterbukaan
informasi publik begitupun sebaliknya.
Birokrasi pemerintah seringkali disebut
sebagai official kingdom atau Kkerajaan
pejabat! (Thoha, 2012:2).

Dalam agenda reformasi birokrasi
penting untuk melakukan perubahan yang
multidimensional  terhadap  perbaikan
kinerja birokrasi. Perubahan ini mencakup
harmonisasi regulasi, penataan kelembaga-
an, pembenahan struktur, pembentukan
orientasi dan sistem nilai baru, penyeder-
hanaan proses kerja, dan pengembangan
lingkungan sistem politik yang sehat
(Dwiyanto, 2011). Lahirnya regulasi me-
ngenai pelayanan publik dan keterbukaan
informasi publik bisa menjadi salah satu
unsur dalam mendorong reformasi biro-
krasi. Namun, itu belum cukup untuk
memayungi reformasi birokrasi bisa
berjalan dengan baik. Sama halnya dengan
proses penataan kelembagaan dan pem-
benahan  struktur, terkadang  dengan
melakukan penataan kelembagaan me-
lahirkan banyak masalah baru karena tidak
dilakukan kajian yang secara serius guna

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan:
Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga,
Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Halaman 190
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas, Op. Cit, Pasal 74
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; .
enciptakan lembaga yang terstruktu
m

(Firman, 2015).

PEMBAHASAN N -
’ Tuntutan pelayanan publik secara

akin dibutuhkan dan sudah
masyarakat. ~ Citra
aparatur

prima sem
menjadi  tuntutan .
pelayanan  institus dan
pemerintah yang terkesan l:m?hal dan
berbelit-belit sudah saatnya diperbaiki.
UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik mengamanatkan,
pelayanan prima adalah pelayanan yang
cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel.
Undang-undang ini mengatur tentang
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi
pemerintahan itu sendiri®.

Negara berkewajiban  melayani
setiap warga negara untuk memenuhi hak
dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka
pelayanan publik. Membangun kepercaya-
an masyarakat atas pelayanan publik
penyelenggara negara merupakan kegiatan
yang harus dilakukan seiring dengan
harapan dan tuntutan masyarakat atas
peningkatan pelayanan publik, sebagai
upaya untuk mempertegas hak dan
kewajiban = setiap warga negara serta
terwujudnya tanggung jawab negara dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Menumbuhkan Kepercayaan Publik
Sebagaimana yang tercantum dalam
Undang-Undang  No.25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik bahwa mem-
bangun kepercayaan masyarakat atas
pelayanan publik yang dilakukan penye-
lenggara pelayanan publik  merupakan

* Lihat Undan
g-Undang Nomor 25 T
2007 Tentang Penanaman Moda]. hn

¢ Lihat Undan
g-Undang Nomor 4
Tentang Mineral Dap Bﬂlubarar Tahun 2009

irokrasi Organisasi Publik dan Partisipas; Publiy

kegiatan yang harus dilakukqy,

i

dengan harapan dan tuntutay selury W'l'll'lg

negara dan penduduk tentang pellingkar
alan

pelayanan publik.

PNS terus melakukan refo
untuk menjadi tma.klcllola Yang. ey,
(smart), santun  (civilian), hmmmjs,,'c
bermartabat (civilized) yang adaptif dcnga,;
peradaban (civilization). Paradign, bany
PNS dari reaktif konvensiona] mengjy
proaktif  profesional  modern yang
mengedepankan kemitraan dalam
memecahkan masalah,

Tujuan reformasi birokrasi adajgy
membangun  kepercayaan  masyaraky
(public trust building) dan menghilangkan
citra  negatif  birokrasi  pemerintahap
(Maryesa, et al., 2017). Visi reformasi
birokrasi adalah terwujudnya aparatur
Negara yang professional  dan
kepemerintahan  yang  baik  (good
governance). Misi reformasi birokrasi
adalah  mengubah  pola/alam pikiran
(mindser), pola budaya (cultural set), dan
system tata kelola pemerintahan. Adapun
sasaran  reformasi  birokrasi  adalah
terwujudnya birokrasi yang: bersih, efektif,
efisien,  produktif,
terdesentralisasi.

Perubahan pola pikir PNS dari ingin
dilayani menjadi pelayan (pamong) yang
menyenangkan masyarakat. Dari  pola
budaya santai, malas-malasan dan tidak
berdisiplin, menjadi pola budaya kerja
keras, bersemangat, inovatif, kreatif dan
berdisiplin.  Dari system tatakelola
(manajemen)  pemerintahan YA
birokratik ke system pemerintahan

I'm asi

transparan  dan

Gatot Supramono, Hukum Pertambangan
Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Rinekd
Cipta, Jakarta, 2012, Halaman 289
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bercorak bisnis/wirausaha.

Dalam upaya mewujudkan reformasi
birokrasi dan meningkatkan kompetensi
PNS ditempuh melalui:

Pertama, penataan kembali kelembagaan/
organisasi, Sumber Daya Manusia
Aparatur dan tatalaksana (manajemen)
pemerintahan dengan ukuran yang pas
(right  sizing) sesuai dengan tujuan,
urhensi, visi dan misi yang diemban;
Kedua, peningkatan kapasitas  dan
kapabilitas para birokrat (PNS) dalam
perumusan kebijakan, pemberian
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau
kompetensi PNS diupayakan dengan cara:
(1) Pendidikan Formal, yakni dengan
penugasan para PNS untuk mengikuti
jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3,
serta pemberian ijin belajar jenjang S1, S2,
dan S3; (ii) Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan yang dipersyaratkan, yakni
Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat
[1I, Diklatpim Tingkat II, dan Diklatpim
Tingkat I; (iii) Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional bagi PNS yang dipersiapkan
untuk menduduki jabatan fungsional; (v)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis, untuk
memenuhi kebutuhan keahlian para PNS di
bidang teknis tertentu; (vi) Pemberian
kemampuan melalui pengalaman (Tour of
duty) para PNS’.

Ketiga, perbaikan sistem tatakelola
(manajemen) urusan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat dengan
mengoptimalkan penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi. Dimana
sekarang ini hampir semua instansi/
organisasi  perangkat daerah  sudah
memiliki web site, sehingga berbagai

7 Sumaryo Suryokusmo. 2004. Praktik
Diplomasi. Jakarta; STIH IBLAM. Hal.1.

informasi/kebijakan bisa diakses oleh
masyarakat;

Keempat, perbaikan sistem reward
and punishment. Sistem reward dengan
menerapkan pemberian gaji yang layak
sesuai dengan tingkat kedudukannya dalam
organisasi. Pemberian hukuman bagi yang
melakukan pelanggaran sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS;

Kelima, perbaikan etika dan
moralitas PNS sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan
Kode Etik PNS, dan meningkatkan

pengawasan  (pengawasan internal,
pengawasan  eksternal,  pengawasan
masyarakat).

Tata kelola pada hakekatnya
mengandung 2 unsur utama yaitu: pertama,
membangun kemitraan antara PNS dan
masyarakat, kedua, ikut menyelesaikan
berbagai masalah sosial yang berimplikasi
kepada gangguan kepentingan bangsa dan
negara lokal. Oleh karena itu penerapan
tata kelola ditujukan untuk
memberdayakan (empowering) masyarakat
sebagai subyek dalam menentukan dan
mengelola  sendiri upaya penciptaan
komunitas sehingga dapat hidup tertib,
aman, tenteram yang difasilitasi oleh PNS
yang berperan sebagai petugas tata kelola
dalam kemitraan komunitas baik strategis
maupun filosofis.

Falsafah; tata kelola sebagai “model
pelaksanaan  kebijakan  publik  yang
meneckankan nilai-nilai sosial menampil-
kan sikap santun, saling menghargai antara
PNS dan warga masyarakat dalam
menciptakan hubungan harmonis demi

Suwakarsini Djelantik. Diplomasi Antara
Teori dan Praktik. 2008. Yogyakarta. Him. 13.
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ran terselenggaranya fungsi tata

kelanca kualitas hidup

kelola dan meningkatnya

masyalr’zl:\tuj udan tata kelola sebagai 511:1th
falsafah ini diharapkan menjadi alfselerasz
reformasi kultural PNS dalam bersikap dan
perilaku setiap anggota PNS da'lam
mencerminkan pendekatan kemanusiaan
baik dalam kedinasan maupun dalam
kehidupan sosial sehari-hari.

3.1.Kepemimpinan Transformasional
Untuk mancapai reformasi birokrasi
tersebut di perlukan Pemimpin yang cerdas
bukanlah suatu jaminan untuk memimpin
suatu organisasii yang efektif dan efisien,
karena seorang pemimpin selain memiliki
pengetahuan dan keterampilan untuk
memimpin  juga dituntut berperilaku
sebagai panutan bagi bawahannya
(building the trust) (Rodiyah,2011).
Budaya kerjasama dan profesionalitas
dapat dibangun  karena  pemimpin
transformasional ~ akan  memfasilitasi
pegawainya untuk berdialog, berdiskusi,
dan merencanakan pekerjaan bersama.
Kerjasama yang terbentuk dari kegiatan ini
akan memudahkan mereka untuk saling
mengingatkan dalam melaksanakan tugas
dan  pekerjaan.  Kebersamaan Jjuga
dilakukan dalam merumuskan visi dan misi
organisasi, sehingga komitmen lebih
mudah  dibangun. Seorang pemimpin
transformasional juga akan membagi
kewenangannya melalui pemberdayaan
pegawai, secara aktif mengkomunikasikan
norma-norma dan nilai-nilai organisasi.
Untuk  mendukung perubahan budaya,
Bass menyarankan untuk memanfaatkan

m.t.:kamsme birokrasi yang selama inj telah
dijalankan.

_— Reformasi Birokrasi Organisasi Publik dan Partisipas; Publjj

].31155. (1985) e def
kepemimpinan transformasjong)
‘ken-':aml'auan yang  dimilik; Seoray
pemimpin .untuk mempe"gamhianak
buahnya, sehingga mereka akqp Percay,
meneladam-, dan me"gh(’"natinya.:
Kompetensi transformasi e0ray
pemimpin mungkin dapat diyky, dari
kemampuanya dala.m membangup Sinergi
dariseluruh pegawai melalui pengaryp day
kewenangannya sehingga lebih berhasi|
dalam  mencapai  visi dap misi
organisasinya. Proses perubahan yang
dilakukan pemimpin lransformasional,
menurut Bass, dapat dilakukan dengaq
cara: (1) meningkatkan kesadaran pegawai
terhadap nilai dan pentingnya tugas dan
pekerjaan; (2) mengarahkan mereka untuk
fokus pada tujuankelompok dan organisasi,
bukan pada kepentingan pribadi; dan (3)
mengembangkan potensimereka seoptimal
mungkin.

Dan melalui kepemimpinan
transformasional setidaknya ada lima
elemen dasar yang dapat diubah agar tata
kelola berjalan dengan efektif. Elemen-
elemen ini merupakan kunci dalam setiap
organisasi. Kegagalan menerapkan salah
satu dari elemen ini akan menghambat
proses tranformasi menuju perubahan.
Kelima elemen adalah yang berikaut.

a. Memperkuat kerja sama dengan
kelompok-kelompok pemangku
kepentingan eksternal.

b. Merevitalisasi dan merubah sistem
operasi untuk mendukung perubahall
menuju strategi tata kelola. .

c. Merestrukturisasi hierarki organisas!
untuk meningkatkan keberdayaan dan
akuntabilitas seluruh personel 1At
kelola ke arah tujuan dan filosofi %
kelola.

Nisikay
Sebagyi
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d. Menata sumber daya manusia untuk
menscrasikannya dengan filosofi dan
tujuan tata kelola.

e. Mengadopsi perspektif pemecahan
masalah ke dalam  pelaksanaan
operasional sehari-hari demi
peningkatan pelayanan yang
berkesinambungan.

Mengimplementasikan tata kelola
merupakan  proses  panjang yang
memerlukan pemikiran yang
komprehensif, holistik, serta pengkajian
dari  berbagai bidang (antar-bidang)
sehingga mulai dari konsep dan pola
implementasinya jelas dan tidak rancu atau
tumpang tindih. Kepemimpinan yang
transformasional merupakan model yang
dapat dianggap tepat untuk mengatasi
kompleksnya  tugas PNS  dalam
masyarakat.

Di samping itu, model kepemim-
pinan tersebut mampu membangun
profesionalisme dalam institusi tata kelola
yang tentu saja dituntut untuk memiliki
kemampuan dan keahlian khusus baik dari
dirinya maupun para anggotanya. Yaitu
pengetahuan dan keahlian yang berkaitan
dengan  ilmu  pengetahuan  secara
konseptual ~ dan  teoritikal  untuk
menganalisa ~ maupun  memecahkan
masalah-masalah sosial maupun isu-isu
penting yang terjadi dalam masyarakat.
Dan para anggotanya juga dituntut untuk
profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Orang yang profesional adalah seorang ahli
yang memiliki pengetahuan khusus dalam
suatu bidang tertentu yang dianggap
penting dalam kehidupan masyarakat. Tata
kelola sebagai implementasi community
public  policy administration  dalam
penyelenggaraan tugas PNS tidaklah
semudah membalik tangan namun harus

terus menerus ditumbuh kembangkan dan
terus diperbaiki berbagai kekurangan dan
kelemahannya. Perhatian pokok dalam
mengimplementasikan tata kelola adalah
penyiapan SDM (sumber daya manusia)
yang memadai. Karena menjadi petugas
tata kelola harus dilakukan dengan tulus
dan dilakukan dengan penuh kesadaran dan
bertanggung jawab. Selain itu, yang juga
dituntut untuk kreatif dan proaktif serta
mempunyai kepekaan social yang tinggi
dalam membangun kemitraan dengan
warga masyarakat maupun  dalam
menyelesaikan berbagai masalah sosial
yang terjadi.

3.2. Demokrasi dan negara
kesejahteraan
Gagasan  demokrasi  dianggap

mencakup dimensi yang luas yang meliputi
pula dimensi ekonomi dan politik untuk
mengatasi  ketidakmerataan  distribusi
kekayaan dan aset negara ke tangan rakyat.
Tugas dan peranan negara kemudian
menjadi dinamis dan meluas jauh melewati
batas-batas yang pernah diatur dalam
demokrasi konstitusional Abad ke-19.
Gagasan demokrasi Abad ke-20 ini lazim
disebut sebagai gagasan welfare state
(negara  kesejahteraan) atau  “negara
hukum. Rakyat mulai mengerti dan paham
terhadap  keputusan-  keputusan  yang
diambil negara. Rakyat juga mulai
menuntut hak mereka untuk bersuara dan
mengambil alih kekuasaaan dari tangan
cksekutif dualistik dengan perdana menteri
yang tergantung pada presiden. ketika
proses ini berjalan lancar, maka disebut
sebagai demokrasi dan pemilihan umum,
namun, Kketika partisipasi rakyat tidak
berjalan lancar, maka akan mengakibatkan
kekacauan, pelanggaran hukum, hingga
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pemberontakan politik. Dengan demikiga,
partisipasi rakyat dalam' R
sangat penting agar pemerintah mendapat
dukungan  rakyat terhfndap Teneann
pembangunan  yang  dirancang  dan
lembaga-lembaga politik dapat
memperoleh wewenang untuk menyusun
agenda politik kepada pihak-pihak yang
terlibat dalam menyusun rancangan
undang-undang.

Secara  normatif, partisipasi
masyarakat sebagai bagian dari civil
society telah yang diatur dalam Pasal 53
UUP3 maupun dalam Pasal 139 ayat (1)
UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Mereka memiliki
kepentingan-kepentingan (interests) yang
memotivasi para pihak dalam penyusunan
agenda politik dan pengambilan keputusan
mengenai masalah-masalah publik. Pada
negara yang menganut sistem demokrasi,
maka penyaluran berbagai kepentingan dan
kekuatan tersebut adalah melalui sistem
perwakilan dan pemilihan umum. Dalam
konteks sistem demokrasi yang demikian
ini, kewenangan yuridis dimulaj dengan
membuat putusan politik terlebih dahuly
yang disepakati dan didukung oleh
masyarakat,

Dengan  demikian, tata kelola
pemerintahan bergerak untuk membangun
politik hukum dan menegakkan konstritusi.
proses perencanaan tata kelola tersebut
bertujuan menghasilkan kebijakan yang
dapat diterima banyak pihak baik secara
yuridis, filosofis, sosiologis, maupun
politis. Untuk menentukan hal tersebut
niscaya akan menggunakan metode-
metode  yang lazim dipakai untuk
menganalisis  suaty kebijakan, seperti
Regulatory Impact  Assessment (RIA)
Maupun  model  ROCCIP] (Rule,

perkembangan Reformasi Birokrasi Organisasi Publik dan Partisipag; Publii

Opportunity, Capacig;, Com

Munie,,,.
Interest, Process, Ideo!ogy) ’t‘anon,
Kemudian, sosialisas;

sebuap,
hukum merupakan saty tahap yangp fOduk
penting  dari  selury}, rangc;"fup
alan

pfambf:ntukalf 'kebij.akan dan regy]g; Vi
c!nakm legitimasinya, Berhagi|
tidaknya sebuah produk kebijakan dan
hukum untuk dapat diimplementasikan
dalam  kehidupan  sqgjq bany)
dipengaruhi oleh seberapa intenspy,
sosialisasi dilakukan oleh Pemeringg}
sebagai pelaksana dari sebuah produk
hukum. Sosialisasi juga dapat digunakap
sebagai test case untuk melihat tanggapan
dan reaksi publik terhadap rencay,
penerapan produk hukum,

Pada pemerintahan yang mum;
demokrasi, demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang dikelola oleh kontro]
rakyat, maka substansi dasar dar
demokrasi adalah partisipasi rakyat. Dalam
kenyataanya, selalu ada pertentangan
kepentingan yang dipengaruhi kualitas
peserta, otorisasi penguasa, representasi
rakyat, akuntabilitas pejabat publik,
transparansi anggaran, tanggung jawab,
dan solidaritas, yang untuk mencapainya
diperlukan demokratisasi substansial, yaitu
“ketika aktor penting selalu saling
mempengaruhi, saling menarik dan saling
melemahkan/memperkuat.

Selanjutnya, aspirasi warga
masyarakat/rakyat yang meliputi berbaga!
kepentingan hidup mereka arus fers
disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang
benar-benar jeli dan responsif terhadap
tuntutan hati nurani masyarakat yans
diwakilinya. Aspirasi tersebut kemudian
diproses dalam lembaga legislatif y.:'uTg
pada akhirnya akan muncul produk politik
yang berupa hukum yang benar-ben®'

atay
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mencerminkan  aspirasi  masyarakat,
Dengan  demikian, kebijakan publik
sebagai produk dari kekuasaan politik
seringkali berubah-ubah  mengikuti
kekuatan yang mengendalikannya. Sebagai
hasil akumulasi kepentingan penguasa,
kebijakan publik juga seperti halnya
barang-barang  sosial lainnya seringkali
hanya dipatuhi oleh kelompok yang lemah
dan membentuk struktural-fungsional yang
mana hanya dapat dijalankan ketika
terdapat ancaman penerapan daya paksa
yang sah dari pihak yang kuat kepada pihak
yang lemah melalui proses dan struktur
yang rapi.

3.3.Reformasi birokrasi dan public trust
building

Membangun kepercayaan publik
dapat dilakukan melalui  reformasi
birokrasi, utamanya reformasi di bidang
kepegawaian publik baik kelembagaan dan
regulasi agar didapat dan dimiliki birokrat
atau aparatur yang terpercaya yaitu yang
memiliki integritas, kompetensi,
konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan
ketika melakukan tindakan dan kegiatan
administratif publik. Untuk itu disarankan:

a. Dilakukan reformasi dalam rekrutmen,
pendidikan dan pelatihan, promosi,
dan terminasi.

b. Dilakukan uji integritas, kompetensi,
konsistensi, loyalitas dan keterbukaan
secara berkesinambungan.

c. Dibuat standardisasi profesionalisme
birokrat antara pusat dan daerah, antar
daerah dan antar lembaga agar tidak
ada  perbedaan  kualitas  dan
profesionalitas yang mencolok lintas
daerah dan lintas lembaga.

Pandangan yang relatif sama juga
dikemukakan oleh Agus Dwiyanto.

Menurut  Agus  Dwiyanto  (2011b)

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya

dapat dijadikan sebagai instrumen untuk

mengembalikan  kepercayaan  publik

(public trust) pada birokrasi sehingga

birokrasi bisa menjadi lebih sahih.

Kepercayaan publik diperlukan untuk

membangun pemerintahan yang efisien,

responsif, partisipatif, dan akuntabel.

Untuk itu, kepercayaan publik tersebut

perlu dikelola dengan baik. Setidaknya ada

3 (tiga) aspek kepercayaan publik yang

penting untuk dikelola, yaitu:

a. Kemampuan atau kapasitas. Warga
ingin melihat institusi penyelenggara
negara dan para pejabatnya peduli
(care) terhadap berbagai masalah
bangsa serta menunjukkan tindakan
nyata untuk menyelesaikan masalah
bangsa tersebut.

b. Integritas. Warga tidak membutuhkan
janji dan pencitraan dari para pejabat
pemerintah,  tapi  membutuhkan
tindakan nyata dan manfaatnya dapat
segera dirasakan.

c. Ketulusan. Warga ingin melihat para
penyelenggara dan pejabat negara
bersikap tulus dalam menjalankan
tugasnya dan lebih mengutamakan
upaya pemenuhan kepentingan publik,
bukan kepentingannya sendiri.

Hal lain yang tak boleh diabaikan
adalah perlengkapan atau sarana prasarana
sistem-sistem pendukung  (support
systems) serta tingkat Kesejahteraan PNS.
Keberhasilan tata kelola dapat di;ihat dari
adanya kepercayaan dan dukungan warga
masyarakat terhadap kinerja PNS. Sejalan
dengan  pemikiran  tersebut, untuk
meningkatkan PNS yang profesional dan
mampu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, merupakan masalah yang
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kompleks dan saling !erl'\'nit dan §nllmg
mendukung dalam suatu sistem (holistik /
sistemik). Salah satu langkah penting yang
dilakukan oleh PNS melalui implementasi
tata kelola, karena tugas PNS dalam
masyarakat yang modern dan demokratis,
yaitu selain dituntut untuk dapat membantu
peningkatan kualitas hidup masyarakatnya,
dalam melaksanakan pelaksanaan
kebijakan publiknya mau tidak mau harus
mengacu dari prinsip umum demokrasi
yang ditunjukkan melalui pelaksanaan
kebijakan publik dengan memedomani
prinsip demokrasi, antara lain: (1)
Supremasi  hukum,  (2) Mampu
memberikan jaminan dan perlindungan
HAM, 3) Transparansi, 4)
Pertanggungjawaban publik, dan’ (5)
Pembatasan serta pengawasan kewenangan
PNS. Dalam masyarakat yang demokratis
fungsi PNS adalah sebagai perantara atau
wasit yang adil dan beradab dalam
mengahadapi konflik yang terjadi dalam
masyarakat.

Evan Berman (1996) menge-
mukakan strategi untuk membangun dan
meningkatkan  kepercayaan publik
terhadap pemerintah atau trust building
strategy (TBS). Menurut Berman, ada 3
(tiga) cara atau  strategi  untuk
meningkatkan kepercayaan publik, yaitu:

Komunikasi. Bentuk tindakan nyata
yang bisa dilakukan adalah sebagai
berikut:

Pertama, mampu  menjelaskan
bagaimana upaya pemerintah untuk
memenuhi  kebutuhan warganya;  (ii)
Menyediakan informasi tentang Kinerja
pemerintah pada warga; (iii) Secara reguler
menyampaikan publikasi pada
organisasiorganisasi warga tentang
berbagai layanan publik yang diberikan;

n Reformasi Birokrasi Organisasi Publik dan Partisipas; Publik

(iv) Secara reguler menginform,

"

standar-standar efis ) IIkan
i dla

penyelenggaraan pemerintal, had am

S Parg

pemangku kepentingans.

Kedua, terus melakukan k0"5U|lasi
dan kolaborasi. Bentuk tindakay nyaty
yang bisa dilakukan adalah: (j) Mclibalka;}
warga dalam proses pembuatan keputus:m;

(i) Penyelengga.mn'ntan pejabat negarg
mengundang  pimpinan  warga untuk
mendengarkan pandangannya; (i)
Menggunakan panel yang melibatkay
tokoh-tokoh warga untuk membahas jg.
isu kontroversial; (iv) Mengembangkan
program untuk memenuhi kebutuhay
organisasi  warga; (v)  Melakukan
pertemuan dengan tokoh-tokoh warga; (vi)
Melibatkan organisasi warga dalam bentuk
kemitraan.

Ketiga, terus  meminimalkan
kesalahan atau penyimpangan. Bentuk
tindakan nyata yang bisa dilakukan adalah:
(1) Instansi  penyelenggara negara
memiliki kode etik; (ii) Melaksanakan
pelatihan  etika;  (iii) Menunjukkan
komitmen etis melalui pengenaan sanksi.

Pola pelaksanaan kebijakan
publiknya  adalah  proaktif  untuk
meyelesaikan masalah. Yaitu pelaksanaan
kebijakan publik yang berupaya untuk: (1)
Menciptakan  kesejajaran antara PNS
dengan masyarakat. Dengan kata lain
masyarakat dapat menjadi mitra PNS
dalam menyelesaikan berbagai masalah
sosial dalam masyarakat; (2) PNS
berupaya untuk memahami
masyarakatnya. Menurut Satjipto Rahardjo
(2003) PNS yang diharapkan dan dapat
fungsional dalam masyarakatnya adalah
PNS yang cocok dengan masyarakatnyd-
Dan agar dapat berfungsi sebagaiman?
seharusnya serta dapat dipercaya oleh
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masyarakat, PNS harus profesional untuk

dapat. memahami- corak masymakat dan

Kebudayaannya. — Jikn NS tidak

profesional maka akan menyimpang dui

fungsi yang sebapaimana mestinya, yang

Justrw akan o menyenpsaakan atau

menghambat  produktivitas  masyarakat,

Sedangkan apabila PNS tidak dianppap

sebagai bagian davi  masyarakat, tidak

mendapatkan dukungan dari masyarakat,

Akibatnya PNS tidak dipereaya bahkan

dapat dinnggap. Benalu vang

keberadaannya tak dibutuhkan dan tidak di

inginkan,

Untuk mencapai Keberhasilan itu,
ada  beberapa  tindakan  yang  harus
dilakukan dan dapat menjadi indikasi awal
bagi kemungkinan keberhasilan penerapan
tata kelola:

a.  Implementasi dilakukan dalam ruang
lingkup wilayah yang  kecil dan
terbatas.

b. Terciptanya hubungan serta
komunikasi dari hati ke hati antara
aparat dengan warga masyarakat.

c. PNS mampu memahami  berbagai
gejala yang ada dalam masyarakat dan
mampu  mendeteksi  kemungkinan
terjadinya permasalahan publik.

d. PNS mampu merencanakan aktifitas,
program, tindakan bersama masyara-
kat untuk mencegah dan mengatasi
permasalahan publik, serta hal-hal lain
yang dapat  merugikan  pelayanan
masyarakat.

e. Terciptanya dan terpeliharanya  Ke-
teraturan pelayanan bagi masyarakat,

f. PNS mampu mengevaluasi apa yang
telah  dilakukan  untuk  dapat
mengantisipasi dampak yang
ditimbulkan serta sebagai acuan dalam
memahami  gejala  scjenis  yang

munghin munenl di masa mendatang
atan dikelompok masyavakat lainnya,

o PNS mampi memberihan penerangan
atan - penyuluhan bila diminta oleh
warga dalam berbagal permasalahan
pelayanan sosial yang mereka hadapi,

b, NS tidak melakukan hal-hal yang
menyebabhan PNS - tidak - dipercaya
oleh masyarakat,

Lo Petugas terus berapaya mendapathan
dukungan dan kepercayaan masyavakat
dalam melaksanakan tugasnya yaitn
ditunjukkan — telah terbentuknya
berbagai forum kemitraan,

Jv Kehadiran dan Kinerja PNS mampn
meninghatkan produktititas
masyarakat,

Dalam meneraphan tata kelola seeara
internal PNS, terdapat hal-hal yang perlu
diperhatikan:

A, Pembenahan sistem manajemen (ata
kelola yang mendukung terciptanya
sistem kompetisi yang fair, transpacan
dan sistem Kontrol yang dapat meng-
hilangkan atan minimal mengurangi
dan mencegah terjadinya
penyimpangan,

b, Membuat standardisasi proses Kerja,
standarisasi hasil kerja dan standarisasi
sumber — dayn  manusianya  serta
formalisasi tugas yang jelas sehingpa
sinpa pun yang, menjadi pejabat atan
pimpinan, — tetap - berjalan pada
pencapiian wjuan organisasi,

¢, Adanya batasan mengenai  tindakan
diskresi yang jelas  schingga  dapat
dijadikan pedoman atau penuntun bagi
petugas  tatn kelola,  maka  dalam
melaksanakan  tugasnyn,  senantinsa
berpedoman pada norma hukum dan
norma yang berlaku di masyarakat,
serta etika tata kelola,
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1 Nalk i' ¢II?ri
i  Adanva ciddem Rewar
LLH .

Pamichment vang jclas dan “'f?"‘-"-
Adamva ctika kenga bag PNS tentang
tata elola vang berist pedoman-
pedoman tentang apa yang  harus
dilakukan, apa vang tidak boleh
dilakukan, produk apa yang harus
dihasilkan  dan
melakukan pelanggaran.
. Meningkatkan
profesional sumber daya manusianva;
melalui pelatihan-pelatihan agar para

sangsinva  bila

kemampuan

petugas  tata kelola mampu
berkomunikasi dengan warga
masyarakat/. komuniti dan mampu
memahami  hal-hal  vang  menjadi
kebutuhan atau tuntutan warganya,

g. Legitimasi bagi pimpinan atau atasan
adalah legitimasi moral vaitu dapat
dijadikan  panutan  dan dapat
memberikan keteladanan baik bagi
anak buahnya atau bagi
masyarakatnya.

h. Adanya pertanggungjawaban  publik
sebagai public service.

L. Mendukung produktifitas pada sesuaj
peran dan fungsinya masing-masing.

1. Pengetahuan tentang demokrasi, civi/
sociery (masyarakat madani), good
governance (lata pemerintahan yang
baik).

k. Pemahaman konsep tata kelola dan
adanya  buku-buku referensi  atay
literatur Mmaupun  vademikum tatg
kelola yang dapat sebagai pedoman
alau acuan,

Di sini tampak bahwa indikator ay,
bagi keberhasilan 1ata kelola ini
suatu awalan ba
Pada  akhirnyg
indikator ulama, y
kualitas hidup

al
merupakan
gi indikator lainnya, yang
bermuara pada  suaty
aity adanya peningkatan

masyarakat ~ dap

smasi Rirokrasi Organisasi Publik dan Partisip,

i I'uhm_

kescjahteraan Mmasyatakar
) 1

" m.'1
WChahter, My
kehidupannya. mengimplemen, Uy,

hk-‘li s
kelola merupakan langh afy

masyarakat  merasa

ah aw al

‘\'r"‘lg !1
dan membutuhkan Proses yang | ik

Afg [i‘l".;-

ditumbuhkembanghkan secary '

dan berkesinambungan
pemimpinnya adalah legitim

Kons;
Mistey
am il.‘l-.:””n ”

A5 mo ral

A.Goo Jovernanc -
3 4.Good  governance dan Indek,
Pembangunan Manusia

Konsep penerapan good v

OVernane,
dalam suatu negara tidak h

anya menjag;
scbuah tradisi atau mode] Pemerintahyy
yang baru dalam era globalisasi Ini- saja
Namun, makna pemerintahan sebagai
suatu bentuk organisasi yang dinamis }‘:;ng
dituntut untuk dapat selalu berubah dalam
kondisi tertentu. Inilah yang nantinya akan
menjadikan  konsep good governance
sebagai suatu landasan bagi pemerintahan
untuk dapat memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat secara menyeluruh.
Dalam rangka mewujudkan suatu konsep
pemerintahan yang baik, peran pemerintah
tidak lagi menjalankan peran secan
dominan, namun lebih  kepada
meningkatkan kontribusi dari tiga pilar
negara, yaitu pemerintah, sektor swastd.
dan masyarakat.

Peningkatan kontribusi dari tiga P“'-‘f
negara tersebut adalah sebagai bukl
perubahan masa lalu, yang mana negi
telah gagal menciptakan sebuah “1;1112
dialog,  yang  menyebabkan 4%
komunikasi  antara  masyarakat dan
pemerintah menjadi "““'mp:
Penyelenggaraan yom
didasarkan  pada prinsip-prinsip
governance dapat dijadikan sebagd! . _
Upaya untuk melaksanakan s
demokrasi yang merefleksikan dijv!
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tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat
oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai
keadilan dan solidaritas sosial serta adanya
penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)
dalam  berbagai  aspek kehidupan
bernegara.

Prinsip-prinsip  yang terkandung
good governance akan membawa dampak
pada efektifitas dan efisiensi Kinerja
pemerintahan, sehingga dampak good
governance  juga akan mendorong
peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia  (IPM).  Penelitian  oleh
Sebudubudu (2010) menyatakan adanya
hubungan positif antara good governance
dengan Human Development Index di
Bostwana, demikian pula dengan hasil
penelitian Resnick  (2005)  yang
membuktikan bahwa good governance
salah satu hal terpenting dalam mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan IPM.

Upaya untuk membangun kualitas
manusia tetap menjadi perhatian penting.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan
subjek dan sekaligus objek pembangunan,
mencakup seluruh siklus hidup manusia
sejak di dalam kandungan hingga akhir
hayat. Kualitas SDM menjadi makin baik
yang, antara lain, ditandai dengan
meningkatnya  indeks  pembangunan
manusia (IPM) Indonesia menjadi 0,697
pada tahun 2003 (Human Development
Report, 2005). Secara rinci nilai tersebut
merupakan komposit dari angka harapan
hidup saat lahir (66,8 tahun), angka melek
aksara penduduk usia 15 tahun ke atas
(87,9 persen), angka partisipasi kasar
jenjang pendidikan dasar sampai dengan
pendidikan tinggi (66 persen), dan produk
domestik bruto (PDB) per kapita yang
dihitung berdasarkan paritas daya beli
(purchasing power parity) sebesar US

$3.361. Indeks pembangunan manusia
(IPM) Indonesia menempati urutan ke-110
dari 177 negara.

Indeks Pembangunan  Manusia
(IPM). Dalam laporan yang bertajuk
"Lebih  dari  Sekedar  Kelangkaan:
Kekuasaan, Kemiskinan dan Krisis Air di
Tingkat Global®, menunjukkan Indeks
Pembangunan Manusia Indonesia tahun
2006 mencapai 0,71 1. Nilai ini merupakan
hasil kalkulasi dari angka harapan hidup
67,2 tahun (indeks kesehatan 0,70), angka
melek huruf 90,4%, gabungan rata-rata
lama sekolah tingkat dasar dan lanjutan
68% (indeks pendidikan 0,83) dan GDP per
kapita US$ 3.609 (indeks daya beli 0,60).
Nilai IPM  Indonesia 0,711 ini
menunjukkan peningkatan dari 0,697 tahun
2005 (urutan 110 dari 177 negara). Nilai
tersebut semakin mendekatkan Indonesia
untuk masuk klasifikasi negara maju
(batasan IPM negara maju adalah nilai di
atas 0,800).

Penerapan good governance di
Indonesia sendiri baru benar-benar dirintis
dan diterapkan sejak terbentuknya era
Reformasi, pada era tersebut telah terjadi
perubahan serta perombakkan sistem
pemerintahan yang menuntut proses
demokrasi yang bersih, jujur, dan
transparan. Undang-Undang Dasar Tahun
1945 (amandemen keempat tahun 2002)
telah mengamanatkan mengenai upaya
menciptakan suatu pemerintahan yang baik
(good governance). Sebagaimana yang
tercantum pada bab VI tentang Pemerintah
Daerah Pasal 18A poin dua disebutkan,
bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras
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g-undang.” Berdasarkan
pelaksanaan
dilakukan

berdasarkan undan
hal  tersebut,
pemerintahan daerah haruslah

maka
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secara baik dan seadil-adilny, .
dengan ketentuan perundang.
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Gambar 1. Human Development Index Indonesia 2010-2013
Sumber: Human Development Reports, 2014

Pecapaian  Indonesia  dalam
menerapkan  prinsip-prinsip  good
governance dapat dilihat dari laporan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh
United Nations Development Programme
(UNDP) dengan melakukan pengukuran
perbandingan dari harapan hidup, melek
huruf, pendidikan dan standar hidup untuk
semua negara di seluruh dunia. Pada tahun
2012, Indonesia menduduki peringkat 108
dari 187 negara di dunia dalam pencapaian
IPM dengan kategori medium human
development United Nations Development
Programme (UNDP), 2014:161). Berikut
adalah grafik IPM Indonesia pada tahun
2010 sampai 2013;

Berdasarkan Gambar | di atas, dapat
kita lihat peningkatan nilai (value) Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
selama empat tahun terakhir. Peningkatan
ini r-nerupakan suatu pencapaian yang baik
bagl‘ pemerintah  dalam upayanya
meningkatkan tiga indikator utama dalam
lPN:i.d li‘tu sendiri,  yaitu kesehatan

endidikan dan i '
ll)ndikat(}l' kesehataikoc;li(l)i[:;t ':l‘as_yﬂmkﬂt.
ar angka

harapan  hidup masyarakat, indikator

pendidikan dilihat dari angka melek huruf
dan rata-rata lama sekolah masyarakat, dan
indikator ekonomi sendiri dilihat dari
Pengeluaran riil perkapita masyarakat.
Lebih dari sekedar satu alat ukur,
IPM utamanya mendorong orientasi
pembangunan kepada tiga dimensi tentang
pembangunan manusia yaitu:
Panjang umur dan menjalani hidup
sehat (diukur dari usia harapan hidup);
Pendidikan (diukur dari tingkat
kemampuan baca tulis orang dewast
dan tingkat pendaftaran di sekolah
dasar dan lanjutan); dan
Standar hidup yang layak (diukur dari
paritas daya beli/penghasilan (PPP)-
Studi yang dilakukan oleh dan
Soelistianingsih  (1998) dan Wibisono
(2001), hanya beberapa tahun setelah
konsep pembangunan manusia diadaptash
mengkonfirmasi bahwa modal manus®
(human capital) dalam bentuk pt’:ﬂdidika'?
maupun kesehatan mempunyai kontribus!
penting dalam pertumbuhan ekonomi da"
berarti juga berguna untuk rucnlp"":epiIt
proses pemerataan pendapatan g
daerah. Dari estimasi-estimasi o

d.
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dilahukan - Wibisono,  diperoleh  temuan
tahwa varabel yang berpengarul positit’
terhadap pertumbuban adalah pendidikan,
angha harapan hidup, dan tingkat kematian
bayi. Sedanghan tinghat fertilitas dan laju
inflasi memberikan efek negatif’ terhadap
tinghat pertumbuhan pendapatan. Meski
elah menjadi parameter utama dalam
pembangunan dunia, harus disadari bahwa
indeks ini bukanlah satn ukuran vang
menyeluruh - untuk  mengukur — tingkat
perkembangan  pembangunan  manusia,
IPM, misalnya, tidak meneakup indikator
penting lainnya seperti tingkat penegakan
Hak Asasi Manusia, tingkat demokrasi
ataupun Ketidak adilan. Terdapat alat ukur
= alat ukur alternatif' lainnya, seperti
“Human  Poverty Index” yang lebih
berfokus  kepada kemiskinan, ataupun
“Gender- related  Development  Index”
vang  merefleksikan  ketidaksetaraan
gender. Meski tidak mengukur aspek-
aspek Kebutuhan mendasar lainnya seperti
perumahan, lingkungan, ataupun kualitas
gizi, rendahnya pencapaian Ketiga dimensi
IPM menunjukkan betapa pembangunan
manusia di satu wilayah masih jauh dari
memadai.

4. KESIMPULAN
Prinsip-prinsip  yang  terkandung
good governance akan membawa dampak
pada efektifitas  dan efisiensi  Kinerja
pemerintahan, schingga  dampak  good
mendorong
Pembangunan

governance  juga  akan
peningkatan Indeks
Manusia (IPM).

Untuk mancapai reformasi birokrasi
tersebut di perlukan Pemimpin yang cerdas
bukanlah suatu jaminan untuk memimpin
suatu organisasii yang efektif dan efisien,
karena seorang pemimpin selain memiliki

pengetalwan  dan - keterampilan  untuk
memimpin - juga  dituntut  berperilaku
sebagai  panutan  bagi  bawahannya
(building the trusi).

Membangun  kepercayaan — publik
dapat  dilakukan  melalui  reformasi
birokeasi, utamanya reformasi di bidang
Kepegawaian publik baik kelembagaan dan
regulasi agar didapat dan dimiliki birokrat
atau :lhat‘:llul‘ yang terpercaya yaitu yang
memiliki integritas, kompetensi,
Konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan
Ketika melakukan tindakan dan kegiatan
administratit publik.

Prinsip-prinsip  yang terkandung
good governance akan membawa dampak
pada efektifitas  dan efisiensi  kinerja
pemerintahan, schingga dampak  good

mendorong
Pembangunan

governance  juga  akan
peningkatan Indeks
Manusia (IPM).
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